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BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR   28   TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  

DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA DAERAH 

DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan 

sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Insentif 

di luar gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 

b. bahwa Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

berupa insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; 
 

Mengingat  :  1.  Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi 

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah   

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

SALINAN 
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2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor  

53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5234); 

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak 

Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas wakil Kepala 

Daerah Serta Janda/Duda, sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 

2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala 

Daerah/Bekas wakil Kepala Daerah Serta Janda/Duda 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

121); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);   
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2016 Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 

(Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 

Nomor 5); 

13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2019 Nomor 57). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

KEPADA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.  
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BAB   I 

 KETENTUAN UMUM 

Pasal   1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:    

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.   

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang 

terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi. 

5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi. 

6. Penanggungjawab Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

7. Insentif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Insentif yang 

diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan 

sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.  
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 

(1) Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diberikan 

Insentif. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendukung 

pelaksanaan kewenangan sebagai penanggungjawab pengelolaan 

keuangan daerah.  

 

(3) Pemberian Insentif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan : 

a. memaksimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 

b. mengoptimalkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber 

dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
 

Pasal 3 
 

(1) Insentif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa insentif 

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besarannya adalah 

sebesar 6 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 7 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

2010. 
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(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

BAB III 

ALOKASI ANGGARAN  

Pasal 4 

(1) Belanja Insentif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  dianggarkan 

pada APBD. 

(2) Insentif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 

sampai dengan Desember setiap Tahun Anggaran. 
 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

 

Ditetapkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal 21 Mei 2019 
 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 
 

   ttd 

        H. M U R S I N I 

Diundangkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal 21 Mei 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
  

                ttd 

H. DIANTO MAMPANINI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN NOMOR 28 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

SURIYANTO, SH, MH 
Pembina 

NIP. 19730603 200701 1 007 


